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ABSTRAK 

 

       Angkon/seangkonan  dilaksanakan apabila terdapat salah satu 

masyarakat adat Lampung Pubian yang ingin menikah dengan orang 

selain suku Lampung Pubian. Orang yang berasal dari lain suku 

Lampung Pubian tersebut harus terlebih dahulu dijadikan sebagai 

keluarga pada masyarakat adat Lampung Pubian. Walaupun 

angkon/seangkonan ini tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun hadis, 

namun masyarakat tetap menggunakanya sebagai syarat 

dilangsungkannya pernikahan. Adat yang tetap eksis ditengah 

pesatnya arus modernisasi ini menarik penulis untuk melakukan 

penelitian lebih dalam tentang bagaimana Islam memandang adat 

seangkonan ini. Oleh sebab itu penulis memilih judul “Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Adat Seangkonan Dalam Pernikahan Beda 

Suku (Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran)”  dengan rumusan masalah: 1. 

Bagaimana praktik adat seangkonan dalam pernikahan beda suku pada 

masyarakat Lampung Pubian. 2. Bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap adat seangkonan dalam pernikahan beda suku pada 

masyarakat Lampung Pubian. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. 

Untuk mengetahui apa yang menjadi sebab adanya adat seangkonan 

dalam adat Lampung Pubian di Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran. 2. Untuk  mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam 

terhadap adat seangkonan dalam adat Lampung Pubian.  

       Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif anlisis. Sumber data 

yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, interview, dan 

dokumentasi serta dilengkapi juga dengan data sekunder. Kemudian 

data-data tersebut diolah dengan cara editing dan sistemazing. Setelah 

semua data terkumpul, penulis melakukan analisa data secara 

kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif dengan metode berfikir 

induktif.  

       Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1. 

Seangkonan pada pernikahan beda suku ialah tradisi yang 

dilaksanakan apabila terdapat salah satu masyarakat adat Lampung 

Pubian yang ingin menikah dengan orang selain suku Lampung 

Pubian. Orang yang berasal dari lain suku Lampung Pubian tersebut 

harus terlebih dahulu dijadikan bagian dari keluarga masyarakat adat 



 
 

iii 

 

Lampung Pubian. Dalam adat seangkonan diawali dengan silaturahmi 

dengan calon orang tua angkat, selanjutnya dilangsungkan ukhawan 

bidang suku untuk memberikan informasi kepada penyimbang adat 

bahwa seorang tersebut telah mengangkon anak. Setelah itu adanya 

pencatatan yang dikukan oleh ketua adat. Ada sanksi sosial yang harus 

ditanggung seorang keluarga jika tidak melangsungkan adat 

seangkonan, diantaranya ialah tidak diperbolehkan melaksanakan 

pernikahan, serta tidak akan di undang dalam segala bentuk acara 

adat. Namun karena mengedepankan rasa kemanusian, maka sanksi 

sosial tersebut kini ditiadakan di Desa Gedong Tataan. 2. Islam tidak 

melarang adanya pengangkatan seorang untuk dijadikan anak. Selama 

tujuan pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, 

maka diperbolehkan. Dalam adat seangkonan tidak akan mengganggu 

syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Sehingga adat seangkonan 

tetap boleh dilaksanakan.  

 

Kata Kunci: Islam, Pernikahan, Seangkonan 
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MOTTO 

 

 ،
ً
ئا ِ
مُسْلِمُوْ نَ سَي 

ْ
، فَهُوَ ءِنْد الِله هَسَنٌ، وَمَارَاهُ ال

ً
مُسْلِمُوْنَ حَسَنا

ْ
مَارَآهُال

ئٌ فَهُوَ ءِنْدَ ا ِ
لِله سَي   

 “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula 

disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam buruk 

maka buruk pulalah di sisi Allah swt." 

(d.m.A.R.H) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu 

adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna  dari beberapa 

istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi ini. 

Penegasan tersebut di harapkan menghindari terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah 

yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir 

terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan pokok 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. 

Adapun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Adat Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku 

(Studi Pada Masyarakat Adat Lampung Pubian di Desa 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”. Dengan uraian 

sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan 

hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang 

terkandung pada sumber Al-Quran dan Sunnah baik 

ketetapan langsung maupun tidak langsung yang di lihat 

dari kaca mata agama Islam.
1
    

2. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek 

moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.
2
 

                                                             
1 Shalahin, Bunyana Kaidah Hukum Islam (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 

2016), 11. 
2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: 

Balai Pustaka.2010), 239. 

1 



2 
 

3. Seangkonan adalah tradisi menjadikan orang lain sebagai 

bagian keluarga, baik itu untuk dijadikan kakak/adik angkat 

maupun dijadikan sebagai anak angkat.
3
 

4. Pernikahan menurut KBBI adalah hal (perbuatan) menikah.
4
 

5. Suku menurut KBBI adalah golongan bangsa sebagai 

bagian dari bangsa yang besar.
5
 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

“Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Seangkonan Dalam 

Pernikahan Beda Suku” adalah upaya pengkajian secara 

mendalam tentang bagaimana  pandangan Islam terhadap budaya 

atau Al-urf‟ yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan 

bagaimana pandangan masyarakat setempat menyikapi 

fenomena tersebut. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu akad yang mengandung 

kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz 

nikah atau tazwij.6
 Perkawinan juga merupakan suatu akad yang 

menyebabkan kebolehan bergaul antara laki- laki dan juga 

perempuan dan saling menolong diantara keduanya serta 

menentukan batas hak dan kewajiban diantaranya.
7
 Wujud 

sunatullah yang berlaku menyeluruh bagi semua makhluk di 

                                                             
3 Nabahan, “Pernikahan Beda Suku Lampung Pubian”, Wawancana, Januari 

10. 2021. 
4 Kamus Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi keempat (Jakarta : Pt Gramedia 

Pustaka Utama, 2011), 1350. 
5 Ibid, 890. 
6 Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam,(Bandung: Pustaka setia,2009), 

12. 
7 Ibid, 13. 
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alam semesta adalah terciptanya makhluk dengan jodoh dan 

pasanganya yang serasi. Demikian pula dalam undang-undang 

perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan wanita dengan suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga  (Rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
8
 

Tradisi merupakan kebiasaan suatu masyarakat yang 

memiliki makna dan nilai yang terus dijaga dan dilakukan secara 

turun-menurun. Kata Tradisi memiliki makna yaitu: Pertama, 

adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih 

dijalankan dalam masyarakat; dan Kedua, penilaian atau 

anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang 

paling baik dan benar.
9
 Tradisi sebagai wujud sistem sosial yang 

bersifat konkret dan dapat diamati berupa aktivitas manusia yang 

saling berinteraksi dan selalu mengkuti pola-pola tertentu 

berdasarkan adat tata kelakuan yang ada dalam masyakat.
10

 

Islam sebagai agama rahmat, kehadirannya bertujuan untuk 

menciptakan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Wahyu yang 

disampaikan kepada Rasulullah SAW dalam bentuk kitab 

bernama Al-Qur‟an menjadi jawaban bagi setiap persoalan bagi 

kehidupan masyarakat. Disamping itu, terdapat juga Sunah atau 

ajaran Rasulullah SAW yang turut dijadikan pedoman dalam 

menjalankan kehidupan. 

                                                             
8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, Pasal 1 ayat (1) 
9  Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, https://kbbi.web.id/tradisi di akses 

pada tanggal 12  Januari 2021 
10 Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Analisis Kearifan 

Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016 (Jakarta: Kemdikbud RI, 2016), 

12. 

https://kbbi.web.id/tradisi


4 
 

Setiap aturan syariat yang diwahyukan hadir untuk 

menjawab setiap fenomena sosial yang ada pada saat itu. 

Fenomena sosial ini banyak macamnya, mulai dari yang 

berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT sampai dengan hal 

yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia.  

Nash atau aturan hukum yang ada tentunya tidak bisa 

diimplementasikan secara langsung dalam kehidupan 

bermasyarakat. Aturan yang ada harus disesuaikan dengan 

konteks realita yang ada. Maka perlu adanya proses penentuan 

hukum dalam bentuk Ijma para ulama untuk menyesuaikan 

antara teks dan konteks. 

Indonesia sebagai negara plularisme menyatu dalam 

beragam perbedaan, mulai dari keyakinan, suku, dan ras. 

Perbedaan suku mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam 

budaya setiap daerah atau kelompok masyarakat Indonesia. 

Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri terutama dalam hal 

pernikahan.  

Lampung menjadi salah satu daerah yang kaya akan adat 

istiadat. Bahkan daerah yang dijuluki “Sai Bumi Khua Jurai” ini 

terdapat dua kelompok masyarakat adat, adat sai batin dan 

pepadun. Dua kelompok masyarakat adat ini terdapat kebiasaan 

atau adat istiadat yang berbeda. Dalam kelompok masyarakat 

pepadun terbagi lagi menjadi beberapa kelompok masyarakat. 

Salah satunya adalah masyarakat Lampung pubian. Masyarakat 

Lampung pubian banyak tinggal dan menetap di sebagian daerah 

Kabupaten Pesawaran khusunya di Desa Gedong Tataan. Dalam 
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adat istiadat kelompok ini terdapat sebuah tradisi budaya yang 

tetap eksis hingga saat ini, tradisi tersebut bernama seangkonan.  

Seangkonan secara istilah dapat diartikan sebagai upaya 

mempererat silaturahmi antar individu dengan individu. Tradisi 

ini biasanya dipraktekkan dalam sebuah acara pernikahan. 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan salah satu 

penyimbang adat Desa Gedong Tataan, Bapak Nabahan dengan 

gelar Suntan Pemimpin menjelaskan bahwa, “setiap seorang 

bersuku Lampung pubian jika ingin menikah dengan orang 

selain suku Lampung pubian maka sang calon pengantin dari 

luar suku tersebut akan terlebih dahulu diangkat menjadi anak 

oleh pihak lain yang bersuku Lampung pubian. Setelah itu 

barulah kedua mempelai diperbolehkan melangsungkan 

pernikahan, jika tidak, namun tetap melangsungkan pernikahan, 

maka akan dikenakan sanksi sosial dan juga denda berupa 

pembayaran sejumlah uang”.
11

 Terdapat lima pasangan 

pengantin yang telah melakukan seangkonan sebelum pengantin 

tersebut melangsungkan pernikahan. 

Dalam tradisi seangkonan, ketika pengantin tersebut sudah 

terdaftar secara adat sebagai bagian dari suku Lampung Pubian 

maka keduanya akan mendaparkan gelar yang diberikan oleh 

orang tua angkat dan akan melekat sampai kapanpun. Namun 

jika tidak melaksanakan prosesi adat seangkonan maka akan 

berdampak kepada sang pengantin, diantaranya: 

 

 

                                                             
11Nabahan, “Pernikahan Beda Suku Lampung Pubian”, Wawancana, Januari 

10. 2021. 
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1. Tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar 

(dikucilkan); 

2. Tidak akan mendapatkan adok/gelar adat; 

3. Pihak orang tua, adik atau kakak pengantin, dilarang 

melaksanakan pernikahan sebelum pengantin 

sebelumnya melakukan prosesi seangkonan 

Selain itu, orang tua angkat berperan selayaknya orang tua 

kandung yang bertanggungjawab secara adat terhadap anak yang 

di angkat olehnya. Hal ini tidak sesuai dengan Al-Qur‟an Surah 

Al-Ahzab ayat 4 yang berbunyi  

 الٰلّه 
َ
لم م َ مَا جَعَل

بَيْنَ فَيْ جَيْفَه   رَجَله
ْ
    نْ قَل

ٰ
مه ار

ه
زْوَالَك

َ
 ا

َ
يْ ـ   وَمَا جَعَل

ظ   ى  ته مَّ
ه
نَّ ا وْنَ مَنْىه مْ  ىَجه

ه
دْعَيَا تَك

َ
 ا
َ
بنَْا وَمَا جَعَل

َ
مْ ا

ه
مْ  ءَك

ه
مْ ذ   ءَك

ه
ك
ه
مْ قَيْل

ه
لَك

مْ  
ه
فْيَاوَك

َ
 وَالٰلّه بَا

َ
يَيْل يَ قَىْىَى ارََّ قَ ََّ وَوه

ْ
 اح

ه
يْ    قَوه

 “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam 

rongganya; Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah 

perkataanmu di mulutmu saja. Dan, Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar''. (Q.S Al-

Ahzab [33] : 4) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan 

menjadikan anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri, 

karena orang tua angkat tidak memiliki tanggungjawab 
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menafkahi sepenuhnya kebutuhan anak angkatnya. Sedangkan 

dalam tradisi seangkonan masyarakat adat Lampung pubian, 

sang orang tua angkat bertanggungjawab penuh terhadap anak 

angkatnya secara adat. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah 

pertanyaan, apakah jika bertanggungjawab secara adat sama 

halnya dengan Q.S Al-Ahzab ayat 4 dan. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka penulis akan 

melakukan sebuah penelitian ilmiah untuk mencari jawaban 

bagaimana Islam melihat fenomena tersebut. Maka judul 

penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi 

Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Studi Pada Tradisi 

Masyarakat Adat Lampung Pubian. Harapannya peneltian ini 

akan menghasilkan sebuah refrensi bagi penulis ataupun 

masyarakat pada umumnya. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Belum ditemukan adanya penelitan ilmiah yang 

membahas tradisi seangkonan masyarakat adat Lampung 

Pubian di Desa Gedong Tataan 

b. Minimnya pengetahuan masyarakat Desa Gedong 

Tataan tentang tradisi seangkonan menurut pandangan 

hukum Islam 

c. Minimnya literatur yang menjelaskan praktik tradisi 

seangkonan di Desa Gedong Tataan 

2. Batasan Masalah 

     Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna 

serta mendalam, maka permasalahan penelitian yang 
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diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, 

penelitian ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan praktik 

tradisi seangkonan dan bagaimana tinjauan hukum Islam 

terhadap tradisi seangkonan. Kedua hal tersebut dipilih 

karena hasil penelitian akan menjadi sumber refrensi bagi 

masyarakat Desa Gedong Tataan khususnya. 

 

D. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian 

ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi 

Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku”. Fokus Penelitian 

tersebut kemudian akan diurai menjadi beberapa sub fokus yang 

akan penulis teliti : 

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang adat Seangkonan 

2. Praktik adat seangkonan di masyarakat adat Desa Gedong 

Tataan 

3. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi seangkonan pada 

adat Lampung Pubian. 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana praktik adat seangkonan dalam pernikahan beda 

suku pada masyarakat Lampung Pubian? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap adat 

seangkonan dalam pernikahan beda suku pada masyarakat 

Lampung Pubian?  
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F. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui apa yang menjadi sebab adanya adat 

seangkonan dalam adat Lampung Pubian di Desa Gedong 

Tataan Kabupaten Pesawaran 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana  Pandangan Hukum Islam 

Terhadap adat seangkonan dalam adat Lampung Pubian. 

 

G. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian 

ini di harapkan akan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai bagaimana  Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Tradisi Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku 

Studi Pada Tradisi Masyarakat Adat Lampung Pubian di 

Desa Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran mampu 

menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi  

masyarakat dalam kosentrasi hukum Islam yang di harapkan 

mampu menambah khazanah keilmuan serta pemikiran ke 

islamanan pada umumnya di kalangan masyarakat, 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

mengenai konsep  Al-Urf‟ sesuai dengan  Syariat Islam 

yang berdasarkan Al- Quran dan hadist, Selain itu juga di 

harapkan mampu menjadi barometer untuk penelitian 

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus 

berlangsung dan di laksanakan guna untuk memperoleh 

hasil yang memuaskan dan maksimal bagi ke ilmuan 

Indonesia secara luas. 
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b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk memenuhi 

syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada UIN 

Raden Intan Lampung yang InsyaAllah akan  bermanfaat 

secara luas untuk masyarakat. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu  

 Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan 

peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang 

sudah dilakukan orang lain dan relevean dengan tema dan topik 

penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan judul diatas, maka 

penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, antara lain: 

 Fadli Khairuzzadhi, (Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2015), dengan skripsinya yang berjudul 

Pengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat 

Lampung Pepadun (Studi di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten 

Lampung Tengah). Kesimpulan penelitian ini ialah makna 

upacara pengangkonan dalam perkwaninan pada masyarakat 

Lampung Pepadun adalah suatu usaha untuk mempertahankan 

tali kekerabatan adat yang ada tidak terputus walaupun menikah 

dengan orang yang berlainan suku, karena ngangkon merupakan 

ketentuan yang harus dipenuhi bagi mereka yang menikah dengan 

suku lain guna mengikutin tata tertib adat dan mendapatkan 

legalitas perkawinan yang dilakukan.
12

 Pada penelitian ini yang 

diteliti adalah makna dari tradisi pengangkonan/seangkonan. 

                                                             
12 Fadli Khairuzzadhi, “Pengangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada 

Masyarakat Lampung Pepadun” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 

62. 
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Sedangkan pada penelitian saat ini, penulis berusaha mengungkap 

bagaimana praktik tradisi seangkonan serta bagaimana tinjauan 

hukum Islam mengenai tradisi seangkonan. 

 Indah Putriana, S.H, (Universitas Diponegoro, 2008), 

dengan tesis berjudul Pelaksanaan Pengangkonan (Pengangkatan 

Anak) Dalam Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung 

Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran. Kesimpulan 

pada penelitian ini pertama,pelaksanaan upacara ngangkon pada 

masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti berjalan 

sesuai dengan ketentuan adat, yaitu mulai dari pengangkatan 

bapak angkat sampai dengan pembayaran uno (daw adat/uang 

adat). Namun apabila tidak atau belum ada tersedianya uno 

sebagai penentu terlaksananya ngangkon maka upacara ngangkon 

tersebut dapat terhambat bahkan dibatalkan. Kedua, kedudukan 

anak yang diangkon dalam masyarakat adat Lampung Pepadun 

adalah kedudukan menantu dapat diakui dalam adat dan sah 

menjadi warga adat Lampung, sehingga orang Lampung yang 

menikah dengan orang berlainan suku tidak hilang statusnya 

dalam adat sebagai warga adat Lampung.
13

 Secara garis besar 

penelitian yang akan diteliti sama dengan pembahsan pada tesis 

diatas, namun yang menjadi pembeda ialah pada penelitian yang 

akan penulis teliti akan membahas bagaimana tinjauan hukum 

Islam mengenai tradisi seangkonan. 

 Inten Puteri Resmi Zaini, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa 

(Jurnal Kultur Demokrasi), dengan judul Peranan Tokoh Adat 

                                                             
13 Indah Putriana, “Pelaksanaan Pengangkonan (Pengangkatan Anak) Dalam 

Perkawinan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti 

Kabupaten Pesawaran” (Tesis, Universitas Diponegoro, 2008), 115. 
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Terhadap Pelestarian Adat Pengangkonan Pada Masyarakat 

Lampung Pepadun. Kesimpulan penelitian ini ialah tetap 

diadakannya kegiatan rutin yang dilakukan para tokoh adat untuk 

membahas tentang adat istiadat masyarakat Lampung. Selain itu, 

kesadaran masyarakat untuk tetap melestarikan adat budaya 

Lampung khususnya pengangkonan (pengangkatan anak) dengan 

cara menerapkan dalam melaksanakan adat pengangkonan ini 

walaupun zaman sudah berubah.
14

 Pada jurnal ini membahas 

peran tokoh adat, namun sama sekali tidak menyinggung 

bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi seangkonan.  

 Berdasarkan kajian penelitian yang telah ada, penelitian 

dengan objek pernikahan dalam masyarakat ada sudah pernah 

diteliti, hanya saya dengan lokasi dan kultur adat istiadat yang 

berbeda tentunya. Namun penelitian yang membahas tentang 

tradisi seangkonan pada pernikahan beda suku pada belum 

pernah dibahas sebelumnya, maka penelitian Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Tradisi Seangkonan Dalam Pernikahan Beda Suku 

dirasa penulis memenuhi unsur kebaruan, sehingga penelitian ini 

bisa dipertanggungjawabkan. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode  Penelitian adalah  suatu  kegiatan ilmiah  yang 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 

pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya 

diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, 

                                                             
14 Inten Puteri, dkk “Peranan Tokoh Adat Terhadap Pelestarian Adat 

Pengangkonan Pada Masyarakat Lampung Pepadun”  (Jurnal Kultur Demokrasi). 
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atau isu tertentu.
15

 Dalam hal ini penulis memperoleh  data  dari  

penelitian  lapangan dan pustaka tentang Konsep Hukum yang 

sesuai dengan Syariat Islam dengan objek penelitian di  Desa 

Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Alasan dalam mengkaji bagaimana 

pandangan hukum Islam tentang  tradisi seangkonan  

dalam pernikahan beda suku pada adat Lampung Pubian, 

hal ini lah yang melatar belakangi peneliti ingin meneliti 

bagaimana kepastian pandangan hukum Islam 

menyikapai tentang  fenomena  adat  Istiadat  tersebut. 

dengan konsep hukum Islam ini untuk melahirkan 

perspektif dimana akan muncul suatu masalah yang 

terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam itu 

sendri.
16

 

Penelitian yang di gunakan ini termasuk penelitian 

lapangan (field research) yang pada dasarnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realitas 

tentang apa yang terjadi dalam ruang lingkup konsep 

bagaimana pandangan hukum Islam tentang  tentang  

tradisi seangkonan  dalam pernikahan beda suku pada 

adat Lampung Pubian dan menuangkanya dalam proses 

                                                             
15J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulanya. (Jakarta:  Grasido, 2008), 2-3.  
16Sugiono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi, (Bandung: 

Alfabeta,2014), 18. 
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atau gejala sosial. Dalam hal ini langsung mengamati 

masyarakat pada Desa Gedong Tataan Kabupaten 

Pesawaran.  

b. Sifat Penelitian 

      Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis 

secara bertahap  dan  berlapis  secara  deskriptif  analisis 

kualitatif, yaitu suatu metode Dalam meneliti status 

sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatau kelas pristiwa pada masa 

sekarang.
17

  

 

2. Sumber Data 

Sumber Data adalah obyek dari mana data diperoleh.
18

 

Fokus penelitian ini lebih ke pada persoalan bagaimana 

pandangan hukum Islam menyikapai fenomena tradisi 

seangkonan yang menjadi permasalahan pada masa  kini 

apakah hal ini sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. 

Oleh karena itu sumber data yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

     Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 

responden atau obyek yang penulis teliti.
19

 Dalam hal ini 

data primer yang diperoleh dari pihak-pihak yang 

dijadikan rujukan untuk memperoleh data melalui 

                                                             
17 Zuriah, Nurul, Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan 

Aplikasi,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007),  47. 
18 Febriani, Nufian S, Teori dan Praktis Riset Komunikasi Pemasaran 

Terpadu,(Jakarta: Tim Ub Press,2018), 49.  
19 Ibid,105. 
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wawancara.
 
Diantaranya, Ketua Adat, dua orang Tokoh 

Penyimbang Adat yang telah melangsungkan adat 

seangkonan, Tokoh Agama, serta dua orang Tokoh 

Pemuda di Desa Gedong Tataan. 

b. Data Sekunder 

     Data sekunder adalah data yang lebuh dulu di 

kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi 

yang terkait diluar dari penelitian  itu sendiri, walaupun 

yang di kumpulkan ini sesungguhnya adalah data yang 

asli. Data sekunder di peroleh dari buku-buku fiqh yang 

terdapat dalam buku ushul fiqh dan hukum keluarga yang 

tentunya mempunyai relevansi dengan permasalahan 

yang di kaji dalam permasalahan ini.
20

  

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan 

data untuk keperluan penelitian.
21

 Metode pengumpulan data 

yang di gunakan dalam usaha menghimpun data untuk 

penelitian ini, di gunakan beberapa metode yaitu : 

a. Observasi 

      Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan serta 

sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada 

objek penelitian.
22

 

 

                                                             
20 Ibid,105 
21W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Gafindo,2002), 155. 
22Ibid, 234. 
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b. Interview 

     Interview adalah metode pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab kepada narasumber langsung yang di 

kerjakan dengan cara sistematik dan berlandaskan pada 

masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.
23

 Pada 

praktiknya penulis menyiapkan berbagai pertanyaan 

kemudian dikemas menjadi daftar pertanyaanyang di 

ajukan secara langsung kepada para  Narasumber. 

Tekhnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada 

laporan tentang diri sendiri atau Self-report atau setidak- 

tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

c. Dokumentasi 

     Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- hal 

atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda dan sebagainya.
24

 

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

     Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.
25

 Adat 

seangkonan yang telah berlangsung turun temurun tidak 

                                                             
23Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012),  h.243  
24Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 188..  
25 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012),  243. 
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dibarengi dengan upaya inventarisir data yang 

menghasilkan jumlah pasti orang yang telah 

melaksanakan adat seangkonan. Maka poplasi dari 

penelitian ini adalah segala hal yang berkaitan dengan 

tradisi seangkonan, yaitu terdapat 3 populasi yang terdiri 

dari pimpinan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh 

pemuda yang melaksanakan tradisi seangkonan. 

Populasi yang dipilih merupakan representatif seluruh 

pihak yang terlibat dalam penelitian ini. 

b. Sampel 

     Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki 

karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap 

bisa mewakili populasi. Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan atau kriteria-keriteria 

tertentu. Sampel dari penelitian ini diambil dari beberapa 

populasi dan digunakan sebaga objek penelitian. Adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah : 

1) Ketua adat dan 2 penyimbang adat yang telah 

melaksanakan adat seangkonan. 

2) Satu tokoh agama Desa Gedong Tataan. 

3) 2 tokoh pemuda yang melaksanan adat seangkonan. 

       Alasannya adalah karena 3 orang tokoh adat, 1 

orang tokoh agama, serta 2  orang tokoh pemuda yang 

melaksanakan adat seangkonan, sudah cukup menjadi 
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representatif atas pihak-pihak yang terlibat didalam 

penelitian ini. Jadi, sampel pada penelitian ini berjumlah 

6 sampel. 

 

5. Pengolahan Data 

  Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, pengolahan 

data dilakukan dengan editing, yaitu pengecekan atau 

pengkoreksian data yang telah di kumpulkan, karena 

kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu 

tidak logis dan meragukan.
26

 Pengecekan dan pengkoreksian 

ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang 

terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau 

relevan dengan masalah yang akan di bahas dengan judul 

Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Seangkonan. 

  Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di 

sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Tradisi Seangkonan pada pernikahan beda 

suku yang akan di kaji dengan menggunakan Metode 

Kualitatif.  Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam atau 

Pandangan Hukum Islam menyikapi Tradisi Seangkonan 

pada pernikahan beda suku ini apakah sesuai dengan koridor  

Syariat  Islam. Tujuanya dapat dilihat dari sudut perspektif 

hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini 

mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam 

pemahaman penelitian tersebut. 

                                                             
26Susiadi AS, Metodologi penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 23.  
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     Setelah data-data dikumpulkan dengan lengkap, maka 

tahapan berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data 

yang terdiri dari beberapa langkah-langkah. Adapun langkah-

langkah yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Editing 

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh 

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari 

berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan 

satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta 

relevansinya dengan permasalahan.
27

  Meneliti kembali 

catatan-catatan dan berkas-berkas data yang diperoleh 

setelah pengumpulan data baik interview dan observasi 

untuk mengatahui apakah catatan-catatan tersebut sudah 

cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan 

proses berikutnya. 

b. Sistemazing (Sistematika Data) 

     Yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 

Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan 

yang diidentifikasi dari rumusan masalah. 

 

6. Metode Analisis 

       Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji 

dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu berupa 

suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, dan 

merupakan gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. 

                                                             
        27 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 

1997), 153. 
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Metode berfikir yang digunakan secara induktif, dari suatu 

jawaban permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian. 

    Metode analisis data yang di gunakan di penelitian ini di 

sesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum 

Islam Tentang Tradisi Seangkonan pada pernikahan beda 

suku yang akan di kaji dengan menggunakan Metode 

Kualitatif.  Maksudnya adalah analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam atau 

Pandangan Hukum Islam menyikapi Tradisi Seangkonan 

pada pernikahan beda suku ini apakah sesuai dengan koridor  

Syariat  Islam. Tujuanya dapat dilihat dari sudut perspektif 

hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini 

mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata dalam 

pemahaman penelitian tersebut. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas dan 

tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari bab 

satu hingga bab lima. 

Pada bab ke satu, dimana bab ini merupakan awal dari 

pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan 

dituliskannya latar belakang, pembahasan dan perumusan 

masalah, manfaat, metode penulisan dari pembahasan ini sebagai 

pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan 

dibahas dalam skripsi ini. 

Pada bab ke dua, disajikan data-data hasil penelitian yang 

dikumpulkan secara akurat, berupa gambaran umum tentang 
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pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, 

perkawinan dalam masyarakat Lampung Pubian, serta pengertian 

pengangkatan anak. 

Pada bab ke tiga, disajikan gambaran lokasi penelitian di 

Desa Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, proses pelaksanaan 

seangkonanan, dan kedudukan anak yang telah diangkon. 

Pada bab ke empat, berisi analisa tentang pengangkonan, 

menurut pandangan tokoh adat Lampung Pubian dan presfektif 

hukum Islam. 

Pada bab ke lima, merupakan kesimpulan dari tradisi 

seangkonan dalam pernikahan beda suku masyarakat Lampung 

Pubian, serta saran dari penulis tentang hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

     Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
28

 Pernikahan berasal 

dari kata nikah (حاکو) yang menurut bahasa artinya 

mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti 

bersetubuh (wathi), kata “nikah” sendiri sering dipergunakan 

untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.
29

 

     Kata nakaha/nikah banyak terdapat dalam Al-Qur‟an, seperti 

dalam surat An-Nisa‟ ayat 22: 

 
 
حَ ا

َ
يْا مَا نكَ ا تَنْكَحه

َ
ا  بَا وَل ََ َ

نَ ارن  مْ م َ
ه
فَ   ؤهك

َ
ا مَا قَىْ سَل

َّ
انَ  اَنَّه   ءَ اَل

َ
ك

مَوْتًا   ا وَسَا   فَاحَشَةً وَّ
ً
 ࣖءَ سَيَيْل

     “Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah 

dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah 

lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci 

(oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (Q.S. 

An-Nisa‟ [4]: 22) 

      Perkawinan menurut syara‟ yaitu akad yang ditetapkan 

syara‟ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki 

                                                             
28 Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974. 
29 Wahab Al-Zuhaili, Al-fiqih Al-Islami wa Adillatuh, Cet. III, (Bairut: Dãr al-fikr 

1989), 29. 
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dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya 

perempuan dengan laki-laki.
30

 

      Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut 

istilah syara‟ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum 

kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan 

kata-kata yang semakna dengannya.
31

 

     Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya 

melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam 

hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang 

semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan 

hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. 

Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada 

umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya 

perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, 

sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja 

dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan 

dan akibat hukumnya.  

     Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan 

definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat 

yaitu akad yang akan memberikan faedah hukum kebolehan 

mengadakan hubungan keluaraga (suami istri) antara pria dan 

wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas 

hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-

masing. Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek 

                                                             
30 Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Grup 

2003), 8. 
31 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Wahab, Juz 2, (Singapura: Sulaiman 

Mar‟y, t.t.), 30. 
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akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat 

hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan 

pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan 

termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung 

adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.
32

 

 Dalam kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan dan 

tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: 

 
Pasal 2, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang kuat atau mistawan ghalizhan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 

Pasal 3, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.
33

 

 
     Dalam hukum Islam, hukum perkawinan ada lima yang 

semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang ada kalanya 

hukum menjadi:
34

 

a) Mubaz (jaiz), sebagaimana asal hukumnya; 

b) Sunnah, bagi orang yang sudah mampu baik secara dhohir 

maupun secara batin (cukup mental dan ekonomi); 

c) Wajib, perkawinan hukumnya bisa menjadi wajib bagi mereka 

yang sudah mampu secara dhohir dan batin serta dikhawatirkan 

terjebak dalam perbuatan zina; 

                                                             
32 Zakiah Daradjat, Ilmu Figh, Jilid 2,(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 

37. 
33 H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: CV. 

Akademika Pressind, 1995), 114. 
34 Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 

74-75. 
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d) Haram, pernikahan bisa menjadi haram hukumnya bagi mereka 

yang berniat untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahkan; 

e) Makruh, pernikhan bisa berubah menjadi makruh bagi mereka 

yang belum mampu memberi nafkah baik secara dhohir maupun 

batin. 

 

B. Perkawinan Menurut Hukum Adat      

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah urusan 

kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan 

urusan pribadi dan begitu pula menyangkut hubungan keagamaan. 

Artinya perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, 

tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan 

ketetanggaan. Jadi, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan 

semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, 

seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan 

anak dan kewajiban orang tua, tetapi menyangkut tentang 

hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan, dan 

ketetanggaan serta menyangkut upaca-upacara adat dan 

keagamaan. Begitu jugamenyangkut kewajiban menaati perintah 

dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan 

tuhannya (ibadah0 maupun hubungan manusia dengan sesama 

manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia 

dan selamat di akhirat.
35

 

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting 

dalam kehidupan bermasyarakat, sebab perkawinan itu tidak 

hanya menyangkut wanita dan pria bakal membelai saja, tetapi 

                                                             
35 Wirani Aisyah Anwar, Hukum Islam dan Hukum Adat, (Sumatera Barat: Insan 

Cendikia Mandiri, 2020), 58-59. 
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juga orang kedua belahpihak, saudara-saudaranya, bahkan 

keluarga-keluarga mereka masing-masing. Bahkan dalam hukum 

adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting 

bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga 

merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya 

mendapat perhatian dan diikutin oleh arwah-arwah para leluhur 

kedua belah pihak.
36

 Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah 

pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya 

bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah 

selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami istri. 

 

1. Sistem dan Asas-asas Perkawinan Adat 

     Sebenarnya istilah hukum adat ini sedikit sekali di 

ungkapkan oleh orang banyak, di kalangan mereka terkenal 

dengan sebutan adat saja. Kata adat berasal dari bahasa Arab 

yang berarti kebiasaan. Adat adalah mengikat dan mempunyai 

akibat hukum.
37

 

     Sistem perkawinan yang dewasa ini banyak berlaku adalah 

sistem “eleuthrogami”, di mana seorang pria tidak lagi 

diharuskan atau dilaranng untuk mencari calon istri di luar atau 

di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas 

hubungan keturuan dekat (nasab) atau periparan (musyaharah) 

sebagimana ditentukan oleh hukum Islam atau hukum 

perundang-undangan yang berlaku. 

                                                             
36 Wignjodipoero Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT 

Gunung Agung, 1984), 22. 
37 Muhammad Bushar, Asas-asaz Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradanya Paramita, 

1994), 3. 
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     Pihak orang tua menginginkan agar dalam mencari jodoh 

anak-anak mereka memperhatikan sebagaimana dikatakan oleh 

orang jawa “bibit”, “bobot”, “bebet” baik dari si laki-laki 

maupun dari si perempuan yang bersangkutan. Apakah bibit 

seseorang itu berasal dari keturunan yang baik, bagaimana sifat 

watak perilaku dan kesehatannya, bagaimana keadaan orang 

tuanya. Bagaimana pula bobotnya, harta kekayaan dan 

kemampuan serta ilmu pengetahuannya. Dan bagaimana 

bobotnya, apakah si laki-laki mempunyai pekerjaan, jabatan 

dan martabat yang baik dan lain sebagainya. 

     Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti 

suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-

istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun 

serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga 

berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota 

kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Terjadinya 

perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat 

saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang 

rukun dan damai. 

     Sehubungan dengan asas-asas perkawinan menurut hukum 

adat adalah:
38

 

a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga 

dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia 

dan kekal. 

                                                             
38 Hadikusuma Hilam, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT Citra Aditya 

Bakti, 1995), 71. 
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b) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut 

hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus 

mendapat pengakuan dari para anggota kerabat. 

c) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan 

beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-

masing ditentukan menurut hukum adat setempat. 

d) Perkawinan harus didasarkan atau persetujuan orang tua dan 

anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan 

suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat. 

e) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang 

belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula 

walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan 

izin orang tua/keluarga kerabat. Dan lain-lain. 

2. Putusnya Perkawinan Adat 

     Pada dasarnya perkawinan itu dapat putus dikarenakan 

perceraian dan kematian. 

a) Perceraian; putusnya perkawinan disebabkan karena 

perceraian baik menurut hukum Islam maupun hukum adat 

yang merupakan perbuatan tercela. Menurut ajaran agama 

Islam perceraian itu merupakan perbuatan yang dibenci 

Allah, sebagaimana Nabi bersabda: 

“Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW 

bersabda: perkara yang paling dibenci Allah adalah 

menjatuhkan talak.” (HR. Ibnu Majah) 

b) Kematian; walaupun hubungan perkawinan itu senditi 

belum tentu putus sama sekali, dikarenakan hukum adat 

setempat tidak mengenal putus hubungan perkawinan. 
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Tegasnya perkawinan antara suami dan istri itu putus karena 

kematian, tetapi hubungan sebagai akibat perkawinan di 

antara kerabat para pihak bersangkutan tidak putus, apalagi 

jika perkawinan itu mempunyai keturunan. 

 

3. Larangan Perkawinan Adat 

     Larangan perkawinan karena memenuhi persyaratan 

larangan agama yang telah masuk menjadi hukum adat, ada 

halangan perkawinan karena memenuhi ketentuan hukum adat, 

tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-

undangan. Adapun larangan perkawinan menurut hukum adat 

adalah: 

a) Karena hubungan kekerabatan 

Dalam hal ini di berbagai daerah di Indonesia terdapat 

perbedaan-perbedaan larangan terhadap perkawinan antara 

wanita dan pria yang ada hubungan kekerabatan.
39

  

b) Karena perbedaan kedudukan 

Di berbagai daerah masih terdapat sisa-sisa dari pengaruh 

perbedaan kedudukan atau martabat dalam kemasyarakatan 

adat, sebagai akibat dari susunan feodalisme desa 

kebangsawanan adat. Misalnya seorang pria dilarang 

melakukan perkawinan dengan wanita dari golongan rendah 

atau sebaliknya. 

Tetapi di masa sekarang ini tampaknya perbedaan 

kedudukan kebangsawanan sudah mulai pudar, banyak sudah 

                                                             
39 E.S Ardianto, Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia, 

(Surakarta: Lembaga Pengembangan Dan Percetakan, 2008) 78-79. 
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terjadi perkawinan anrara orang yang bermartabat rendah 

dengan orang yang bermartabat tinggi dan juga sebaliknya. 

 

4. Macam-macam dan Bentuk Perkawinan Adat 

a) Macam-macam Perkawinan Adat 

     Banyak macam perkawinan adat yang ada di masyarakat, 

yang mana satu dengan yang lain mempunyai arti sendiri 

sesuai dengan adat masing-masing daerahnya. Perkawinan 

tersebut adalah: 

1) Kawin Lari Bersama, adalah perkawinan dimana kedua 

calon pengantin sudah saling menyetujui, tetapi karena 

menghindari kewajiban-kewajiban adat yang pada 

umumnya mahal, maka mereka sepakat untuk lari 

bersama menuju ke rumah penghulu masyarakat 

(kepada adat) minta dinikahkan. 

2) Kawin Bawa Lari, adalah membawa lari seorang 

wanita yang sudah dipertunangkan, atau bahkan sudah 

menikah dengan pria lain secara paksa dengan maksud 

untuk dinikahinya. 

3) Kawin Ngarangwulu atau ganti istri, adalah tungkat, 

sarorot, yaitu perkawinan seorang duda yang ditinggal 

mati istrinya dengan saudara almarhum istrinya (bisa 

adik atau kaka istri yang meninggal) 

4) Kawin Ganti Tukar, atau ganti suami, medum ranjang, 

nyemalang pareakhon, yaitu perkawinan seorang janda 

yang ditinggal mati suami dengan saudara almarhum 

suami. 
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5) Kawin Nyalindung, adalah perkawinan seorang pria 

miskin dengan wanita kaya. Sebaliknya adalah 

perkawinan manggih kaya adalah perkawinan seorang 

pria kaya dengan wanita yang miskin. 

6) Kawin Tegak-tegi adalah antara kemenakan pria 

dengan wanita anak perempauannya. 

7) Kawin Ambil Anak adalah perkawinan antar anak di 

luar marga yang sudah diadopsi dengan anak 

perempuannya. Lawan dari kawin ambil anak adalah 

kawin semenda ngangkit. 

8) Kawin Jeng Mirul adalah perkawinan dimana suami 

pindah ke kerabat istri, tetapi posisi dan warisan itu 

hanya diterimakan selaku pengurus/administrator untuk 

kepentingan istri dan anak laki-lakinya. 

9) Kawin Manginjam Jago adalah perkawinan dimana 

suami tidak pindah ke dalam kerabat istrinya, ia hanya 

ditoleransikan sebagai penyumbang keturunan saja. 

10) Kawin Tumbelan atau kawin darurat adalah 

perkawinan antara seorang perempuan yang sudah 

hamil tanpa suami dengan pria yang mau menikahinya, 

dengan tujuan agar anak yang lahir nantinya tidak 

disebut anak haram.
40

 

 

b) Bentuk Perkawinan Adat 

1) Endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, 

suku, kekerabatan dalam lingkungan yang sama. 

                                                             
40 E.S Ardianto, Mengenal Adat Istiadat dan Hukum Adat di Indonesia, 

(Surakarta: Lembaga Pengembangan Dan Percetakan, 2008) 78-79. 
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2) Ekosogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, 

suku, kekerabatan dalam lingkungan yang berbeda. 

Sedangkan Eksogami dapat dibagikan menjadi dua macam, 

yakni: 

(1) Eksogami Connobium Asymetris, terjadi bila dua atau 

lebih lingkungan bertindak seabgai pemberi atau 

penerima gadis seperti pada perkawinan suku batak 

dan ambon. 

(2) Eksogami Connobium Symetris, apabila pada dua atau 

lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para 

pemuda. 

     Eksogami melingkupi heterogami dan homogami. 

Heterogami adalah perkawinan antar kelas sosial yang 

berbeda seperti misalnya anak bangsawan menikah dengan 

anak petani. Homogami adalah perkawinan antara kelas 

golongan sosial yang sama seperti contoh pada anak 

saudagar/pedagang yang kawin dengan anak 

saudagar/pedagang.
41

 

 

C. Pengertian ‘urf   

     Secara etimologi „urf berasal dari kata „arafa, ya‟rifu sering 

diartikan dengan al-ma‟ruf dengan arti “sesuatu yang dikenal”, 

atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang 

lain dari segi „urf-nya), maksudnya bahwa si fulan  lebih dikenal 

                                                             
41http://my.opera.com/,id-as/blog/20011/01/11/macam-jenis-bentuk-perkawinan-

pernikahan (Diakses: 15 Maret 2021) 

http://my.opera.com/,id-as/blog/20011/01/11/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan
http://my.opera.com/,id-as/blog/20011/01/11/macam-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan
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dibandingkan dengan yang lain. Pengertian “dikenal” ini lebih 

dekat kepada pengertian “diakui” oleh orang lain.
42

 

     Sedangkan secara terminology kata „urf, mengandung makna 

sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian 

mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah 

melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara 

terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. „urf lahir dari 

hasil pemikiran dan pengalaman manusia.
43

 

      Kata „urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-

„adah (kebiasaan), yaitu: 

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya 

diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.”44 

     Kata al-„Adah disebut demikian karena ia dilakukan secara 

berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama‟ 

Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa „urf mengandung makna:  

apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap 

perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka 

kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian 

etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 

memahaminya dengan penngertian lain.
45

 

     Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan „urf sebagai 

sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah 

                                                             
42 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2014), 387. 
43 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), 162. 
44 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), 209. 
45 Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 

829. 
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menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik 

berupa perbuatan atau perkataan.
46

 Menurut Abdul Wahhab 

Khallaf, „urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan 

berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun 

meninggalkan sesuatu.
47

 Para ulama‟ ushul fiqh mendefinisikan 

„urf sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan 

mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan, 

perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana „urf  juga 

disebut sebagai adat istiadat.
48

 Dari penjelasan di atas, dapat 

dipahami bahwa „urf terdiri dari dua bentuk yaitu, „urf al-qauli 

(kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau 

saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam 

Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan „urf al-fi‟li 

(kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli 

barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal 

ijab dan qabul yang disebut jual-beli muathah.
49

 

     Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian 

„urf adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa 

perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi 

kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai 

tradisi tersebut. Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan „urf 

sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara‟. Menurut 

mereka „urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam 

                                                             
46 Satria Effendi dan M. Zein, Ushul fiqih, (Jakarta: kencana, 2005), 117. 
47 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Toha Putra Group, 

1994), 123. 
48 Abdul Waid, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), 152. 
49 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2..., 391 
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perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan 

dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya 

hubungan rasional.
50

 

1. Landasan Hukum ‘urf   

Landasan syariah berupa Al-Qur‟an, Hadis serta kaidah fiqh 

yang berkaitan dengan maslahah akan di uraikan secara 

terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan   maslahah dapat 

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:  

a. Al-Qur‟an  

Firman Allah SWT dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 yakni: 

ذَيْنَ ي  
َّ
قُّىَا ال

َ
 ا

 
يْْٓا  مَنه

 
ل ى ارصَّ

َ
مْ اَل مْته ى ا اَذَا قه

َ
مْ اَل

ه
قْىَقَك

َ
مْ وَا

ه
يْوَك جه يْا وه

ه
ل ََ يةَ فَاغْ

عْبَيْنَ  
َ
ك
ْ
ى ال

َ
مْ اَل

ه
ك
َ
ل رْله

َ
مْ وَا

ه
وْسَك ءه يْا بَجه حه ََ مَجَافَ ََ وَامْ

ْ
بًا  ار نه مْ جه نْته

ه
وَاَنْ ك

وْا   جه ىَّ جْض   فَاطَّ مْ مَّ نْته
ه
 وَاَنْ ك

 
وْ عَل

َ
وْ ى ا

َ
غَا لَا ى سَفَجم ا

ْ
نَ ار مْ م َ

ه
نْك حَىٌ م َ

َ
وْ ى ءَ ا

َ
طَ ا

 
 
ا ر ََ َ

مه ارن  ته َْ وْا مَا مَ ىه جَ
َ

مْ ت
َ
مْ ءَ فَل

ه
يْوَك جه يْا بَيه حه ََ بًا فَامْ َ

يْا صَعَيْىًا طَي  مه ءً فَتَيَمَّ

نْهه   مْ م َ
ه
قْىَقْك

َ
 مَا قهجَقْىه الٰلّه وَا

 
ل نْ حَجَ م وَّ مْ م َ

ه
جْك

َ
 عَي

َ
مْ  كَنْ قُّجَقْىه  يَجَعْعَل

ه
جكَ طَى َ رَيه

تَمَّ نَعْمَتَه   وْنَ  وَرَيه جه
ه
مْ تَشْك

ه
ك
َّ
عَل
َ
مْ ر

ه
جْك

َ
 عَي

     “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah 

wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah 

kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata 

kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu 
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sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air 

(kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh 

air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah 

wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak 

ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia 

hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-

Nya bagimu agar kamu bersyukur.” (Q.S. Al-maidah [5] 

ayat 6) 

 
     Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin 

menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang 

lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan 

mengurangi kesusahan kerena Allah swt maha kaya dan 

maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya 

untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat 

kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi 

hambanya.
51

 

 

b.  Hadist  

     Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum „urf yakni 

hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari 

Ibnu Mas‟ud:  

يْ  لَمه َْ مه
ْ
نٌ، وَمَارَاهه ار ََ يَ ءَنْى الَلّ وَ ، فَىه

ً
نا ََ يْنَ حَ لَمه َْ مه

ْ
ار مَارَآوه

ئٌ  َ
يَ ءَنْىَ الَلّ سَي  ، فَىه

ً
ئا َ
 نَ سَي 

                                                             
51 Ahmad Mustafa al- Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz 6, (Mesir: Mustafa al-

Babi al-Halabi, 1946), 64-65. 
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“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka 

baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-

orang Islam buruk maka buruk pulalah di sisi Allah swt.” 

(HR. Ahmad)
52

 

 

     Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud di atas, baik dari segi 

redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-

kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim 

yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah 

merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah.  

Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan 

yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan 

kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.
53

 

2. Klasifikasi ‘urf 

Dikalangan ulama ushul fiqh, „urf terbagi menjadi  tiga macam, 

diantaranya: 

a. Berdasarkan objeknya, „urf terbagi menjadi dua, 

diantaranya: 

1) „urf qauli, yaitu kebiasaaan masyarakat dalam 

penggunaa kata-kata atau ucapan.
54

 Jadi, makna 

ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas di dalam 

pikiran mayoritas masyarakat. 

                                                             
52 Suhartini, “Analisis „Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irutan) Di 

Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”. (Skripsi 

UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).27. 
53 Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, Musnad 

Ahmad Bin Hambal, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), 323. 
54 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2014), 387. 
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2) „urf fi‟li ialah kebiasaan masyarakat yang berakitan 

dengan perbuatan.
55

 Sedangkan yang dimaksud dengan 

perbuatan biasa disini ialah perbuatan masyarakat 

dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait 

dengan kepentingan orang lain. 

b. Berdsarkan cakupannya, „urf terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) „urf a‟mm, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan 

berlaku bagi sebagian besar kalangan masyarakat 

dalam berbagai wilayah yang luas. 

2) „urf khash ialah kebiasaan kebiasaan yang hanya 

berlaku pada masyarakat di wilayah tertentu. 

c. Berdasarkan keabsahan dari pandangan syara‟, „urf dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1) „urf shahi‟h adalah kebiasaan di tengah masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan dalil syara‟, tidak 

membatalkan yang wajid serta tidak mengubah sesuatu 

yang telah diharamkan menurut syara‟ menjadi sesuatu 

yang halal. 

2) „urf fasid ialah segala sesuatu yang telah menjadi 

kebiasaan manusia namun sesuatu tersebut 

bertentangan dengan syara‟. Seperti menghalalkan 

yang haram serta membatalkan yang wajib. 

 

3. Kedudukan ‘urf 

Secara mendasar, seluruh ulama sepakat dengan kedudukan 

„urf shahi‟h sebagai salah satu dalil syara‟. Namun diantara 
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para ulama, terdapat perbedaan pendapat dari sisi intensitas 

penggunannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Syafi‟iyah 

dan Hanabilah adalah yang paling sedikit menggunakan „urf 

sebagai dalil dibandingkan ulama Hanfiyah dan Malikiyah. 

Urf shahi‟h harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam 

menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam 

memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan 

dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan 

dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, 

selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syara‟, 

maka wajib diperhatikan.  

Urf fasid tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya 

berarti menentang dalil syara‟. Oleh karena itu, apabila 

seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang fasid, 

seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung 

unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak 

mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. 

Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau 

dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat 

dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa 

dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk 

kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan. 
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